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Dengan hormat,
A. Dasar Hukum :

Simpang Empat, 23 Oktober 2024

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Um

Penyelesaian Sengketa

Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
n Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi

4. Peratura

um Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas P

emilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum N

dan Pola Hubungan Pengawas P
Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan

omor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja

emilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gub

ernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
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7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra
Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk
Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu
Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

12. Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan tahapan Dana Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau kepada
KPU Kabupaten Pasaman Barat hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Sebagaimana
Pada Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Agar menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan
Tahun 2024 untuk melakukan penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Lampiran | Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota, yakni jadwal penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada
tanggal 24 Oktober 2024 dan penyampaian laporan sumbangan dana kampanye
perbaikan pada tanggal 25 Oktober 2024.

3. Agar KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan Lapoaran Sumbangan Dana
Kampanye pada tanggal 26 Oktober 2024.

4. Agar KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam menerima Laporan Sumabngan Dana

Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Plh. KETUA,

%

I

LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang
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